WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA

NOMOR TAHUN
TENTANG

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH '

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, '

Menimbang

Mengingat

WALIKOTA SURABAYA,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal
28 Peraturan Pemenntah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu
membentuk Peraturan Daerah Kota Surabaya
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

1.

Undang-Undang Noror 16 Tahun 1930 tentang
Pembentukan Daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa
Tengah/Jawa :Barat dan Daerah I[sumewa
Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 19635 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
42864};



.Ul

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4335);

Undang-Unaang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Pereturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {(Lembaran Negara Republﬂ_c
Indenesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000
tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah (Lembaran Negaraérepublik
indonesia Tahun 2000 Nomor 202 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4022};

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578)

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Repubtik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5104y



9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan Dar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011
Nomor 310};

12. Peraturan Menteri Dalamn Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036);

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor .....
Tahun  ........ Tentang Pengelompokan
Kemampuan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA
DAN
WALIKOTA SURABAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TENTANG
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH.



BAB I
KETENTU4N UMUM
FPasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

o

12.

Daerah adalah Kota Surabava.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
Kepala Daerah adalah Walikota Surabava.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyvat Daerah Kota Surabaya.

Piripinan DPRD adalah Kelua dan Wakil-Wakil Ketua Dewan
Pe wakilan Rakvat Dacrah Kota Surabava

Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Surabayva

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnyva disingkat
APBD, adaiah Anggaran Pecndapatan dan Belanja Daerah Kota
Surabava.

Sekrctariat DPRD adalah Sekreiariat DPRD Kota Surabayva.

Sckretaris DPRD adalan peinbe: necangioat Daerah vang memimpin

Qeliretaries PR

.Uang representas: adalail uang vang diberikan setiap bulan

kepada Pimpinan dan Anggota DPRD  sehubungan dengan
kedudukannva sebagai pimpinan dan anggota DPRD.

.Tunjangan Keluarga adalah tunjangan vang diberikan setiap

bulan kepada Pimpinuan dan Angeora DPRD untuk memernuhi
kebutuhan kelnarga.

Tunjangan Beras adalzh tunjangan vang diberikan setiap bulan
kepada Pimpinan dan Anggeta DPRD untuk memenuhi kebutuhan
pokok/beras,

e



14,

18.

-Uang Paket adalah uang vang diberikan setiap bulan kepada

Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti
rapat-rapat dinas.

Tunjangan Jabatan adalah uang vang diberikan setiap bulan
kerada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya
se :agal Ketua, wakil ketua, dan anggota DPRD.

. Tunjangan alat kelengkapar DPRD adalah tunjangan yang

diberikan scuap bulan kepada Pimpinan atau  Anggota DPRD
vang duduk dalam badan musvawarah, komisi, badan anggaran,
badan pembentulan  Perda, badan  kehormatan, atau  alat
kelengkapan iain.

i

. Tunjangan Komunikas: Intensif adalah tunjangan yang diberikan

setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD.

Tunjangan Reses adalah tunjangan vang diberikan setiap

melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

Kemampuan keuangan caerah adalalh kemampuan keuangan
daerah, ditentukan berdasarkan hasii perhitungan atas besaran
pendapatan umum  dacrah dikurang: dengan belanja pegawat
aparatur sipil negara dan cikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok,
yaitul dnggl, sedang, dan rondan scbagaimana diatur dalam
Peraturcan Menter: Dalam Neger:,

.Dar: Operasional Pimpiran DPRD adaiah dana yvang disediakan

bagi Pimpinan DPRD scriap bulan untuk menunjang keglatan
O}ﬁcrasional vang berkaitan denean representasi, pelayanan, dan
kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan
DPRD sehari-hari.

. Tunjanga: Kescianterzan adaiah rueniangan vang disediakan

berupa pemberian jaminan keschatan, jaminan kKecelakaan Kerja,
jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut serta rumah negara
dan perlengkapannva kepada Pimpinan DPRD dan Amggota DPRD;
kendaraan dinas jabatan dan belania rumah tangga kepada
Pimpinan DPRD; serta tunjangan transportasi kepada Anggota

DPRD;



21.Uang Jasa pengabdian adaiah uang vang diberikan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah :
vang bersangkutan diberhentikan dengan hormat. A

BA7 11
PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAN
UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Bagian Kesatu
Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD
Pasal 2

(1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD  terdiri  atas
penghasilan vang pajaknva dibebankan pada:

a. APBD, meliputi:

1. uang representas:,

DL lUnanngaTy Ko uariig
J.omanjangan boeras;

4. uang paket;
5. tunjangan jabatan;
6. tunjangan alat kelengkapan; dan
7. tunjangan alat kelengkapan lain.
b, Pimpinan dan Anggota DPRD vang bersangkutan, meliputi:
1. tunjangan komunikas: intensif; dan
2. tunjangan reses.
(2) Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota
DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b

dilakukan sesuai dengan Kketentuan peraturan perundang-
undangan.



Pasal 3

(1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 avat (1)
huruf a angka 1 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD.

(2) Uang representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok
walikota.

{(3) Uang representasi wakil ketua DPRD sebesar 80% (delapan
pualuh perscnj dari wang represeritasi keiva DPRD.

o T liay.
o En

(]

renrescniass Ao DelDccheane V3% tuinh puluh lima

orepresenas <otun DPRD.

persen} dart ua
Pasal 4

(1) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 aya: (1) huruf a angka 2 dan angka 3
diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

{2} Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan
Anggota DPRD besarnva sama dengan tunjangan keluarga dan
tunjangan beras bagi pegawal Aparatur Sipli Negara sesua:

dengan ketentuan peraturan perundans-undangan.

Pasal 5
Jang naket schagalmana aimaksud daiam Pasal 2 avat (1) huruf a
angka 4 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
sebesar 10% (sepuluh persen} dari uang representas: vyang
bersangkutan.

]

Pasal 6
. ! \
Tunjangan jabatan secbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
huruf a angka 5 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota
DPRD schesar 145% {seratus empat nuluh lima persen) darl uang

represcntasl vang bersangkutan.

~1
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Pasal 7

Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangar. alat kelengkapan
lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka
6 dan angka 7 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD vang duduk dalam badan musyawarah, komisi,
badan anggaran, badan pembhenrukan Perda, badai, kehormatan,
atau alat kelengkapan lain.

Tuniangan alat kelengkapan dan turjangan alat kelengkapan
lain diberikan dengan ketentusn, untuk jabatan.

a. ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen)

;
b. wakil ketua, sebesar 5% {lima persen),

c. sekretaris, sebesar 4% (empat persen); dan

d anggota, sebesar 3% (liga persen):

dart tunjangan jabatan kerua DPRDD.

Tunjangen alat kelengkavan laln scbagaimana dimaksud pada
avat (1) dan avat (2} diberican selama alar kelengkapan lain
terbentuk dan melaksanakan tugas.

Pasal 8

unjangan komunikast wmtens:t sebazaoimana dimaksud dalam

Pasal 2 avar (11 Furnt b I diberikan setiap bulan unruk
peningkaran kireria kopacas Ponpinan dan Anggota DPRD.

Tunjangan reses schoegalnans dimaksud dalam Pasal 2 avat (1)

nuruf b angka 2 diberikan scuap melaksanakan reses kepada
Pimpinan dan Anggota DFRD.

a1 ungangan reses diberikan

Tunjangan KOTMUNEIKaSD i

sesuat dengan kemampuan kovangzan dacrah.

Pemberian tunjangan komuniiasi initensif dan tunjangan reses
sebagaimana dimaksud pada avat (1) dan ayat {2} sebanvak 7
{tujuh) kali dari uang representasi Ketua DPRD.



I

Bagian Keduna
Tunjangan Kesejahteraan
Pimpiran dan Anggota DPRD
Pasal 9

Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD
terdiri atas:

a. jamina:l kesehatan:

b. jaminan kecelakaar kerja;

c. jaminan kematian; dan

. pakaian dinas dan atribut,

Sclain tunjangan kesejahieraan scbagaimana dimaksud pada
avat (1}, Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan
berupa:

a. rumah negara dan perlenghiapannva;

b. kerdaraan dinas jabatan; dan

c. belanja rumah rangga.

Selain tunjangan kesejahleraan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1}, Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan
kesejahteraan berupa:

a. rumah negars can seranghapannyvar dan t

h. tunjangan transpor.as:.
Pasal 10

Jaminan kesehatan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 9 avart
(1) huruf a diberikan dalam bentak 1uran kepada Badan
Penvelenggara Jaminarr Sosial Kesehatan sesuar dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

e



&

Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga
termasuis 1stri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada avat {1},
Pimpinan dan Anggota: DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan
vang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar

1

akupan  pelavanan  kesche

L

5

tan  vang diberikan oleh Badan
Penvelenggara Jaminan Sosiai Neschatan,

Pemeriksaan keschaian scbagaimana dimaksud pada avat (3)
dilaksanalkan 7 {s.vg kal daiom §oisani tahun dan dilakukan di

dalam negeri sorta Hdok termasuk sie dan anak.

Pasal 11

Jaminan kecciakaan kera dan jaminan kematian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1} huruf b dan huruf c¢ diberikan
sesuai dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12 f

Pakaian dinas cdan atribut Pimpiman dan Anggota DPRD
schagaimana dimuaksud dalam Pasal @ avar (1) huruf d terdirni

elaise

a. pakalan sipil harian disediakan 2 {dua) pasang dalam 1 (satu)
tahun;

h. pakaian sipil resmi disadiakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu)

tahun;

C. pakaia_n sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima)
tahun;

d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu)
pasang dalam 1 {saru] tahurn; dan

e. pakaian vang bervirikan kbhas daerah disediakan 1 (satj

pasang dalam 1 {saiu} ~ahumn.



(3)

(4)

Pukainn dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
disediakan dengan  mempertimbangkan  prinsip  efisiensi,
efektifitas, dan kepaturan.

Kualitas pakaian dinas dan atribut Ketua DPRD setara
dengan Walikota, Wakil Ketua DPRD setara dengan Wakil
Walikota dan Anggota DPRD setara dengan Pejabat Eselon
IT/a.

Ketentuan mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan
atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1} diatur lebih
lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 13

Rumah negara dan perlengdapannya serta kendaraan dinas
jabatan scbagaimana dimaksud dalam Pasal @ ayat (2) huruf a
dan huru b disediakan vag: Pimpinan DPRD sesual standar
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undaagan.

Rumah negara dan periengkopannya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 avar i3 huruf a dapas disediakan bag Anggota
DPRD sesual  standar  berdasarkan  ketentuan perafuran
perundang-undangarn.

Pemakaian rumah negara dan periengkapannva serta kendaraan
dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
pemakaian rumah negara dan perlengkapannyva sebagaimana
dimaksud pada ayat {21 dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

T smeliharaan  rumabh  negare dan perlengkapannya serta
kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pad‘fl avat (1)
dan  pemecliharasn  nunah negara dan pcrlengkapamnya
sebagaimana dimaksud pada aval (2] dibebankan pada APBD.

Dalam hal Pimpinan DPRD berhenu atau berakhir masa bakt,
rumah negara dan periengkapannyva serta kendaraan dinas
jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada
Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal
berhenti atau berakhirnva masa baktl.



4 (G}
(7)
oy
(2)
(1)
(2)
13
i4)
- |

Dalam hai Anggota JPRIY vang disediakan rumah negara dan
perlengkapannva bernenti arau berakhir masa bakti, rumah
negara dan perlengkapannva wajib dikembalikan dalam keadaan
baik kepada Pemerintah Dacrah paling lambat 1 (satu) bulan
sejak tanggal berhenti atau berakhirnva masa bakti.

Tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannyva
serta. kendaraan dinas jabatan sebagaimana diatur dalam
Pecraturan Menteri.

Pasal 14

Rumah negara dan perienghapannva serta kendaraan dinas
Jabatan vang disediakan sebagaimana  dimaksud dalam
Pasal 13 tidak dapat discwabelkan, digunausahakan,

dipindahlangankan, dan/atau diubah status hukumnva.

Struktur dan bentuk bangunan rumah negara vang disediakan
sebagaimana dimaksud pada avat (1) tidak dapat diubah.

Pasal 15

Dalam hal Pemerintah Daerah be'lum dapat menvediakan rumah
negara dan kendaraan dinas Jabaran bagi Pimpinan DPRD
sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 13, kepada vang

bersanglkutan diberilkan tamjangan perumahan dan tunjangan
transportast,

Dalam hat Pemerintan: Doacrads seloon dapal menyvediakan rumah

negara hagl Anggota PR seb dimaksud dalam Pasal

i3, kepscda vano corscongliuian diberikan  tunjangan

DErLITL alian,

Tunjangan perumaban  dan  tunjangan  iransportasi  bagi
Pimpinan DPRD scbagaimana dimaksud pada avat (1} diberikan
dalam bentuk uang dan dibavarkan setiap bulan terhitung mulai

tanggal pengucapan sumpah;jani

Tunjangan perumahan schagalmana dumnaksud pada avat (2) dan
tunjangan rransportasi  bagi  Anggota DPRD  sebagaimana

By

dimaksud dalam Pasal 9 avat (3] diberikan dalam bentuk uang
dan dibayarkan sctiap bhulan  terhitung mulai;' tanggal

pengucapan sumpah.jan:

bt
oJ



Bagl suami dan/atau isui vang menduduki jabatan sebagai
Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yvang sama hanva
diberikan salah satu tunjangar. perumahan.

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD vang suami atau istrinya
menjabat sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah pada
daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahdn.

Bagi Pimpinan dan/atau Anggora DPRD vang diberhentikan
s :mentara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan
U ansporiasl.

Pasal 1€

Rumah negara dan perlengkapannva serta kendaraan dinas jabatan

schbagaimana dimaksud dalam Pasal 13 scrta tunjangan perumahan
dan tunjangan transportasl sehagaimana dimaksud dalam Pasal 15
tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara

bersamaari.

Pasal 17

Besaran wunjangan perurzaban sebazaimana dimaksud dalam

Tasal 10 harus menpuinans

1 asas kepatutan, keweajaran,

rasionaliias, stardar aar ; cang perlakua, dan standar
iuas bangunan  dai:  luhern raial negara  sesuar dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran tunjangan transporiasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 harus memperhaitkan asas kepamatan, kewajaran,
rasionalitas, standar harga setempal vang berlaku sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran tuniangan perumahan vang dibavarkan harus sesual
dengan standar satuan hargs sewa rumah yang berlaku untuk

standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak
termasuk mebel, belanja listrik. air. gas, dan telepon.



(63

N

13

(4)

-

E:saran funjangan transportasi vang dibayarkan harus sesuai
dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku
untuk standar kendaraan dinas jabatan bagl Pimpinan dan
Anggota DPRD, udak termasuk biave perawatan dan biava

operasioral kendaraa: dinas rabaan,

Besaran tunjangsn ocrumehan dan tunjangan  transportast
Pimpinan dar: Anpgeota DPRD kabupaten/kota tidak boleh
melebiht  besaran tunjangan perumahan  dan tunjangan
transportast Pimpinan daa Arnggote DPRD Provins: Jawa Timur,

Ketenruan lebih lanjur mengenal besaran tunjangan perumahan
dan tunjangan transportasi diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 18

Belanja rumah tanggs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

aval (23 hural ¢ disediakass dalam rangka  menumang
. . ] [
pelaksanaan fungsi, tugas. dan wewenang Pimpian DFRD.

Belanja oimah tangga sehagwimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan unwk memenuhi kebuiuhan minimal rumah tangga
dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan dacrah.

Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat {2) dianggarkan dalam program dan

kegiatan sekretariat DPRD

Kebutuhan minimal rumah tangga  Ketua DPRD setara

‘dengan kebutuhan minimal rumah tangga Walikota dan

kebutuhan minimal rumah tangga Wakil Ketua DPRD setara
deng: .n kebutuhan minimal rumah tangga Wakil Walikota.

Ketentuan mengenal standar kebutuhan minimal rumah rangga
sebagaimana dimaksud pade avat [3) diatur dalam Peraturan
Walikota.

Dalam hal Pimpinan DPRD udak menggunakan fasilitas rumah
negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah
tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 avat (2) huruf c.



Bagian Ketiga
Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD
Pasal 19

Pimpinan atau Anggota DPRD vang meninggal dunia atau
mengakhiri masa baktinva diberikan nang jasa pengabdian.

Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD,
dengan ketentuan:

5. masa bakti kurang dari amu sampai dengan 1 {satu} tahun,

1

Seign seiesar 1oisatul bulan uang

diberikan dang

represciras

b. masa bakti sampai dengan 2 {duaj tahun, diberikan uang jasa
pengabdian sebesar 2 {dua) bulan uuang representasi;

c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tabun, diberike.. uang jasa
pengabdian sebesar 3 (tigg) hulan uang representasi;

d. masa bakti sampai dengan 4 (cmpat] tahun, diberikan uang
jasa pengabdian sebesar 4 {empat) bulan uang representasi;
dan

e. masa bakt sampail dengan 3 (lima) rahun, diberikan uang jasa

pengabdian sebesar 5 {iima) bulan atau paling banvak 6
(enam) bulan wang represeniast.

Dalam ha! Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang

jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ‘diberikan

kepada ahli warisnya.

F:mbavaran uang lasa pengabdian dilakukan setelah yang
bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan
tidak hormat, tidak diberixan uang jasa pengabdian.



(1)

.

BAB III
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 20

Belanja penunjang kegiatarn DPRD disediakan untuk mendukung
kelancaran fungsi. tugas, dan wewenang DPRD berupa:

a. program, vang terdiri aias:

L. penvelenggaraan rapa;

1
-

Ckunjungan kevja;

t\.

3. pengkajian, penelaahan, dan penviapan Perda,;

4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber dava
marnusia di lingkungan DPRD:

U

.koordinasi dan konsultast kegilatan pemerintahan dan
kemasyarakatan,; dan

6. program lain sesua: dengan fungsi, tugas, dan wewenang
DPRD.

L dana operasionzl Pimpinan DPRD:

e

oals

. pembentukan kelompoex pakar
DPRD:

,,
-
£
=
c
.
vl
g
r
%
o
—
=,
i

alat kelengkapan

d. penvediaan tenaga ahl iraksi dasn
. belanja sekretariat iraks:.

Belanja penunjang kegiatan scbagaimana dimaksud pada ayvat
(1) disusun berdasarican renoana keria vang ditctapkan sesual

dengan ketentuar Do urnn Doruy e g-andangan,

Pasal 21

t
i

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1} hurul a

. i .
diuraikan ke dalam beberapa Kkcglatan sesual dengan gKetentuan

peraturan perundang-undangan,

16
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(3)

(6}

Pasal 22

Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (1} huruf o diberikan setiap bulan kepada ketua
DPRD  dan wakil ketua DPRD untuk menunjang kegiatan
operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan
kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua
DPRD dan wakil ketua DPRD schari-hari.

Dana operasional sebagaimana pada avat (1) diberikan sesuai
dongan kemampuan kecuangan dacrah sebagaimana dimaksud
d dam Pasal 8 ayat (4).

Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada
avat (1} dan ayat (2) disusun secara Kkolektif oleh Sekretaris
DPPRD dengan ketentuan scbagal berikut:

a. ketua DPRD sebarval o sonann keli dart uang representast
Keowa DPRD

b, wakil ketwa DPRD  se=banvak 4 (empat} kali dari uang
represeivtas waxil keiua DPRD,

Pemberian dana operasional schagmimana dimaksud pada avar
(3) dilakukan sctiap bian dengan ketentuan

a. 80% (delapan pualub persen) dibuomkan sccara sekaligus untuk
semua biava atau disebut lumpsum: dan

b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana
operasional lainnva.

Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan
ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak
digunakan sampai dengan akhir rabhun anggaran, sisa dana
dimaksud harus disctorkan ke rekening kas umum daerah paling
lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk
keperluan pribadi, kelompok. anjatau  golongan, dan
penggunaannva harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas,
efisiensi, dan akuntabliitas.



o)

Pasal 23

Kelompok pakar awau  dm  ahili  alat kelengkapan DPRD
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c
merupakan scjumlah tertentu pakar atau ahli vang mempunyai
kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan
pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin
dalam alat kelengkapan DPRD secsuai dengan kebutuhan DPRD
atas usul  anggota, pimpinan  iraksl. dan  pimpinan  alat
kelengkapan DPRD,

- a D 3
2 avl 0 tir o oadbiin oalat

Kelempolk: palkar

elengkapan DPRD
: avai il paling banvak 3 (tiga) orang
untuk setap alar kelenghanan DPRD. :

D'i

sehagaimana dimaksud puda

Kelompok pakar atau tim ahll ala. kelengkapan DPRD) diangkat
dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD sesuai
dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
sesual dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat
kelenglcapan DPRD didasarkan pada kechadiran sesuai dengan
kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat
dilakukan dengan harga saruan orang hari atau orang bulan.

Ketentua:: mengenar besiran kompensast kelompok pakar atau
o anll eeat keiengkavsan DEFRD dictur dalam Peraturan Walikota
dengan memperhatikan  standar  keahlian  sesuai  dengan

ketentuan peraturan perandang-uindangan.

Pengadaan kelompok pakar atau Um ahli alat kelengkapan DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan -~esuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.



(3)

Pasal 24

Tenaga ahli fraksi schagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat
(1) huruf d merupakan tenaga ahli vang disediakan 1 {satu)
orang untuak setiap fraks) dan mempunvai kemampuan dalam
disiplin Umu  tertento vung moendukung tugas  fraksi seria
dibertkan kompensasi dengan me nperhatikan standar keahiian,
prinsip sfisiensi. dar  sesuai dengsn Kemampuan  keuangan
deeral.

Tenaga ahli iraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan keputusan sekretaris DPRD.

Ketentuan mengenat besaran kompensasi tenaga ahli fraksi
diatur dalam Peraturan Walikota dengan memperhatikan standar
keahlian sesuai dengan ketentuan  peraturan perundang-
undangan.

Pengadaan tenaga ahli fraksi schagaimana dimaksud pada avat
(1) dilakukan sesual

undang:r:.
Pasal 25

Belanja sekretariat fraksi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 20
ayat (1} huruf e dibiayal dari anggaran sekretariat DPRD sesuai
dengan kebutuhan DPRD dan sesuai dengan ke;mampuan
keuangan daerah. |

Belanja sekretariat fraksi terdiri atas penvediaan sarana dan
anggarar.

Penyediaan sarana meliputi ruang kerja pada sekretariat DPRD
dan kelengkapan kantor sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan tdak termasuk sarana mobilitas.

Fnvediaan anggaran melipuu pomenuhan kebutuhan belanja
a.al tuhs kantor dan makan minum rapat fraksi vang
diselenggarakan di lingltungan kantor sekretariat DPRD dengan
memj erhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.
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BAE IV
PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 26

Penghasilan, tunjangan kesejahtleraan, uang jasa pengabdian
Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan
DPRD merupakan anggaran belanja DPRD vang diformulasikan
ke dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat

daerah sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja
sesuai dengan ketentuan peraruran perundang-undar.gan.

Pengelolaan anggaran belaina DPRD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesual dengan kerentian peraturan
perundang-undangan.

Hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dibayarkan sejak
Peraturan Daerah diundaagkan.

Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada avat (1)
merupakan bagian vang tidak terpisahkan dari APRD,

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 27

Fimpman atau Anggowa DPRD vang diberhentikan sementara
oleh pejahat vang berwenang sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan  roiap diberiken hak  keuangan dan
administratf borupa uar: reprosontesi. tang paket, tunjangan

keluarga, tunjangan beras. wescharan, dan jaminan

kematiall  sesuar dengen peraturan  perundang-

undangan.

Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dart 30
(tiga puluh) hari dan diangkat pelaksana tugas Pimpinan DPRD
olehh pejabat vang berwenang sesual dengan Keientuan peraturan
perundang-undangan, pclaksana tugas Pimpinan DPRI;) tersebut
diberikan hak keuangan dan administratif vang dipersamakan
dengan Pimpinan DPRD definitif vang digantikan terhitung mulai
tanggal 1 {satu} bulan beritkutnva.



EAB V1
KETENTUAN FENUTUP
Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Walikota
yang berkaitan dengan atau mengatur tentang pelaksanaan hak
keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD wajib
mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan

Daerah ini paling lambat 1 {satu) bulan sejak Peraturan Daerah ini
diundangkan.

Pasal 29

Peratvran Dacrah Kota Surshayva *Nomor & Tahun 2004 tentang
Kedud ukan Protokoter dan I{cuangaﬁ Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwascdlan Rekvat Daerah (Lembaran Dacrah Kota Surabayva Tahun
2004 Nomor 3/A) sebagaimeana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kota Surabava Nomor 4 Tahun 2007
tentang  Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Surabaya
Nomor 8 Tahun 2004 teniang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakvat Daerah (Lembaran
Daerah Kota Surabava Teihiun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Dacrah Kota Surabayz Nomor <), s¢panjang mengatur mengenat hak
keuangan dan adrminisiracl pimpinan dan anggota DPRD dicabut dan

dinvatakan tidak beriaku
Pasal 30
Oeraturan Dacral: ins malis berialcw pecs Longgal diundangkan.

Agar setiap orang mengoerabiinyva. memernntahkan pengundangan

Peraturan Dacrah in: dengan penemnpatannyva dalam  Lembaran
Daerah Kota Surabava.

Disahkan di Surabava
pada tanggal .o

WALIKOTA SURARBAYA,

TRI RISMAHARINI

[
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR ..... TAHUN 2017

TIENTANG

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA

I.

II.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

UMUM

Peraturan Dacrah Kota Surabava Nomor 8 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpéinan dan
Anggota Dewan Perwsakilan Rakvat Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota
Surabayva Nomor 4 Tahun 2007 ientang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Daerah iota Surabava Nomor 8 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangar Pimpinan dan Anggota Dewan
Pervakilan Raicrar Daerals,

Schubungan dengan  dicrapkanmna  Persturan  Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2017 tenang Hak Kewangan dan Administratif
Pimp.nan dan Anggoti Dowan Perwakilan Rakvat Daerah, maka
periu  disusun Peraturan Dasrah Kota Surabaya fentang hak

Keuangan dan adminisuatif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
Feraturan Dacrah Kota Surabaya Nomor ... Tahun 2017

selain  dimaksudkan uniuk menyvesuaikan dengan Peraturan
Pem rintah Nomor 18 Taban 2017 tentang Hak Keuangan dan
administrati{ Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
sekaligus untuk mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan
Rakvat Daerah dan menciptaiar kondis: soslal ekonomi negara vang
haik dan seimbang.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas

4y



Pasal 3
Cukugp jeias
Pasal 4
Cukug
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7

elay

1
1
-

Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9

Cukum jelas
Pasal 10

Cukeus elns
Pasal 11

Cukun jelas
Pasal 12

Hurui a

Cukup jelas

Hurufl b

Cukup jelas

Huruf ¢

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Hurut ¢

Pakaian vang percirikan khas daerah vang dimaksud adalah

Pasal 13
Cukun jelas

Pasal 14

Cukup jelas
Pasal 15

A-at (3)

Tunjangan perumahan dan tunjangan
transportasi bagi Pimpinan DPRD periode
2014-2019¢ dibayarkan sejak Peraturan
Daerah ini diundangkan.

-



Ayat (4)

Pasal 16

Cukup jclas
Pasal 17

Cukup jelas
Pasal 18

Cukuyp jelas
Pasal 19

Cukuyp relas
Pasal 20

Cukup jelas
Pasal 21

Cukup jelas
Pasal 22

Cukup jelas
Pasal 23

Ayat (1)

Cukun jelas

Ayat (2}

Cukup jelas

Avat (3]

Kelompok pakar

Tunjangan perumahan dan tunjangan
transportasi bagi Anggota DPRD periode
2014-2019 dibayarkan sejak Peraturan

Daerah ini diundangkan.

um  anl:  aiat keiengkapan DPRD

ey doore
clielnd

diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris

DPRD

sesual

derigan kebutuhan sebagaimana  dimaksud

pada avat {1} dan sesua: dengan Ketentuan sebagaimana

dimaksud pada avat {.2].

Avat (4]

Cukup jelas

Avat (3)

Cukup jelas

Avat (6]

Cukup jelas
Pasal 24

Cukup jeias
Pasal 235

Cukuyp jelas
Pasu. 26

Cukp Jelas
Pasal 27

Cukup jclas



Pasal 28

Cukp jelas
Pasal 29

Cukup jelas
Pasal 30

Cukup jelas



